
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 06 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah  diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, 
untuk dilakukan pembahasan bersama Kepala 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
guna mendapatkan persetujuan bersama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

SALINAN 



- 2 - 

 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah  diubah  beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara   Republik    Indonesia    Nomor    4502), 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4738); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

 

 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman  Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial  yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 
Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09); 

 

 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun 2012 Nomor 12); 
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 
Nomor 02); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2013 Nomor 03); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 
Nomor 05); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 12); 
 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2015 Nomor 11);  

42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor     
149),   sebagaimana    telah    diubah    

 

beberapa   kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Tapin Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun 2016 Nomor 01); 

43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
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Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun 2012 Nomor 11); 

44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Tapin Berbasis Akrual (Berita Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 11); 

45. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2014 Nomor 12); 

46. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 13); 

47. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Tahun 2014 Nomor 27), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir 
dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Tahun 2015 Nomor 18); 

48. Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2015 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 24); 

 

 

49. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2015 
Nomor 26); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 
 

dan 
 

BUPATI TAPIN 
 

     MEMUTUSKAN  : 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG- 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang 
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Tapin. 

 

 

 

 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 

8.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9.  Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan 
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan 
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasinya 
dalam dalam satu periode pelaporan. 

10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan daerah. 



- 10 - 

 

11. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan daerah. 

12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan 
Daerah dan Belanja Daerah. 

13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan 
Daerah dan Belanja Daerah. 

14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya. 

15.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran. 

16. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan 
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas 
pada tanggal tertentu. 

17. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta 
dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non 
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 
sejarah dan budaya. 

 

 

18. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi pemerintah. 

19. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 

20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas 
sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan 
transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 
pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama 
periode tertentu. 

21. Catatan atas Laporan Keuangan adalah pejelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, 
neraca dan laporan arus kas. 

 
 

BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN APBD 

Pasal 2 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 
yang memuat : 
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a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 
 

Pasal 3 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut  : 

 a. pendapatan  …………………….. Rp. 1.173.544.970.220,24 

 b. belanja …………………….. Rp. 1.244.530.368.789,07 

 surplus/(defisit) …………………….. Rp.      70.985.398.568,83 

 c. pembiayaan   

 - penerimaan …………………….. Rp.    196.773.012.723,97 

 - pengeluaran …………………….. Rp.        7.384.798.802,00 

 pembiayaan netto …………………….. Rp.    189.388.213.921,97 

Pasal 4 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 adalah sebagai berikut :   

1. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah    
Rp. (41.644.702.911,51) dengan rincian sebagai berikut  : 

a. anggaran pendapatan setelah   Rp.  1.215.189.673.131,75 
 perubahan  
b. realisasi  Rp.  1.173.544.970.220,24 

 selisih lebih/(kurang)                                         Rp.      (41.644.702.911,51) 
 
2. selisih anggaran  dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp. (145.157.147.815,93) dengan rincian sebagai berikut  : 

a. anggaran belanja setelah   Rp.1.389.687.516.605,00 

 perubahan  

b. realisasi  Rp. 1.244.530.368.789,07 

 selisih lebih/(kurang)                                         Rp.   (145.157.147.815,93) 
 
3. selisih anggaran dengan  realisasi  surplus/defisit sejumlah   

Rp. 103.512.444.904,42 dengan rincian sebagai berikut  : 

a. surplus/defisit setelah   Rp.  (174.497.843.473,25) 

 perubahan  

b. realisasi  Rp.    (70.985.398.568,83) 
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 selisih lebih/(kurang)                                         Rp.   103.512.444.904,42 
 
4. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp. (1.787.626.889,00) dengan rincian sebagai berikut  : 

a. anggaran penerimaan   Rp.   198.560.639.612,97 

 pembiayaan setelah perubahan  

b. realisasi  Rp.   196.773.012.723,97 

 selisih lebih/(kurang)                                         Rp.      (1.787.626.889,00) 
 
5. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp.(11.511.226.573,89) dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran pengeluaran   Rp.    18.896.025.375,89 

 pembiayaan setelah perubahan  

b. realisasi  Rp.      7.384.798.802,00 

 selisih lebih/(kurang)                                         Rp.   (11.511.226.573,89) 

6. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah  
Rp. 9.723.599.684,89 dengan rincian sebagai berikut  : 

a. anggaran pembiayaan netto   Rp.  179.664.614.237,08 

 setelah perubahan  

b. realisasi  Rp.  189.388.213.921,97 

 selisih lebih/(kurang)                                         Rp.      9.723.599.684,89 
 
 
 
 
 

                                            Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (1) huruf  c per 31 
Desember 2015  adalah sebagai berikut  : 

 a. jumlah aset  Rp.1.965.554.517.591,81 

 b. jumlah kewajiban   Rp.      2.557.742.722,00 

 c. jumlah ekuitas   Rp.1.962.996.774.869,81 
 
 

Pasal 6 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah 
sebagai berikut  : 

a. saldo awal kas per 1 Januari 2015 Rp. 189.840.109.643,14 

b. arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 363.045.980.565,25 

c. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp.(442.126.597.085,00) 
     non keuangan                                           

d. arus kas bersih dari aktivitas                   Rp.       (572.425.691,00) 
     pembiayaan                                               

e. arus kas bersih dari aktivitas  Rp.  (30.000.000.000,00) 
     non anggaran                                                    
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f. saldo akhir kas  Rp.                          0,00 
 di Bendahara Pengeluaran  

g. saldo akhir kas  Rp.           17.622.000,00 
 di Bendahara Penerimaan   

h. saldo akhir kas  Rp.      7.167.227.148,75 
 di Badan Layanan Umum Daerah   

i. saldo akhir kas Dana Kapitasi/JKN         Rp.      1.030.898.772,00 

j. saldo akhir kas Dana Bantuan  Rp.          56.666.152,00 
     Operasional Sekolah                                 

k. saldo akhir kas per 31 Desember 2014 Rp.    88.459.481.505,14 
 
 

Pasal 7 

Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal  2  ayat (1) huruf  g  Tahun Anggaran  2015 memuat  informasi  
baik  secara   kuantitatif  maupun kualitatif atas pos-pos keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 8 

Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam  Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri 
dari :  

a. Lampiran I   : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.1 : Ringkasan   Laporan   Realisasi   Anggaran   
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi;              

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
Untuk  Keselerasan dan  Keterpaduan  Urusan  
Pemerintahan  Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; 

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
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Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah; 

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Lainnya; 

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum 
Diselesaikan sampai dengan Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 
Berikutnya; 

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Lampiran I.11 :    Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 

Lampiran 1.12 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

b. Lampiran II      :     Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  

c. Lampiran III  : Neraca; 

d. Lampiran IV  : Laporan Operasional; 

e. Lampiran V   :  Laporan Arus Kas; 

f. Lampiran VI  : Laporan Perubahan Ekuitas; 

g. Lampiran VII   :  Catatan Atas Laporan Keuangan. 
 
 
 
 
 

 Pasal 9 

Lampiran  Laporan Keuangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) terdiri dari : 

a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini; dan 

b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX  yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 
 

UNDA ABSORI, S.H.,M.H. 
Penata Tk. I (III/d) 

NIP. 19700722 200501 1 013 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin. 

 

Ditetapkan di Rantau 
       pada tanggal 15 Agustus 2016 
 
       BUPATI TAPIN, 
 
 

ttd 
 
       M. ARIFIN ARPAN 
Diundangkan di Rantau 
pada tanggal 15 Agustus 2016 
 110 O0 201104 
SEKRETARIS DAERAH, 
 
 
     ttd 
 
RAHMADI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 0695 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (113/2016) 
 
 


